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BAB III 

TEORI TENTANG MUDHARABAH DAN JAMINAN 

DALAM PANDANGAN MUAMALAH 

A. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah merupakan salah satu akad yang banyak digunakan dalam 

lembaga keuangan syari’ah. Mudharabah secara bahasa berasal dari kata al-dharb 

 yang berarti bepergian atau berjalan. Selain al-dharb disebut  juga qiradh( انضضب)

.dari al-qardhu (berarti al-qath’u (potongan) (انقضاض)
52

 Muhammad Syafi‟I 

Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, menuliskan bahwa 

pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan 

usaha.
53

 Mudarabah disebut juga  dengan  qirad,  ulama hijaz  menyebutkan 

dengan  qirad  yaitu  berasal  dari  kata  qard  yang berarti   al-qath‟  atau  

pemotongan.  Hal  ini  karena  pemilik  harta memotong dari sebagian hartanya 

sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya   kepada   orang   yang   

mengelolanya   dan   pengelola memotong  untuk  pemilik  bagian  dari  

keuntungan  sebagian  hasil  dari usaha   dan   kerjanya.
54

 Mudharabah bisa juga 
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di ambil dari kata muqaradah yang  berarti musawa (kesamaan)  sebab  pemilik  

modal  dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.
55

 

Ulama Hanafiyah mendefinisikan mudharabah adalah   suatu perjanjian  

untuk berkongsi  di  dalam  keuntungan  dengan  modal  dari salah satu pihak dan 

kerja (usaha) dari pihak lain.
56

  

Sedangkan ulama Malikiyah menamai mudharabah sebagai Penyerahan 

uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada 

seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian 

dari keuntungannya. 
57

 

Ulama Syafi‟iyah mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal 

menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu 

usaha  dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
58

 

Sedangkan menurut ulama Hanbali mendefinisikan mudharabah dengan  

pengertian  penyerahan  suatu  barang  atau  sejenisnya  dalam jumlah  yang  jelas  

dan  tertentu  kepada  orang  yang  mengusahakannya dengan mendapatkan bagian 

tertentu dari keuntungannya.
59
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Dalam Ensiklopedi  Hukum  Islam, mudharabah adalah  pemilik modal   

menyerahkan modalnya  kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, 

sedangkan  keuntungan  dagang  itu  dibagi  menurut kesepakatan  bersama.  

Apabila  terjadi  kerugian  dalam  perdagangan tersebut kerugian ini ditanggung 

sepenuhnya oleh pemilik modal.
60

 

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa mudharabah 

adalah   pembiayaan   yang   disalurkan   oleh   lembaga keuangan Syari’ah 

kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam  

pembiayaan  ini  posisi  lembaga  keuangan  sebagai sohibul maal dan membiayai 

100 % atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai mudharib.
61

 

Jadi,  dari  berbagai  definisi  di  atas  dapat dipahami bahwa mudharabah 

adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak 

pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan 

keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai 

dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dapat 

dikemukakan bahwa mudharabah adalah kerja sama antara harta dengan tenaga 

atau keahlian. Dengan demikian, dalam akad mudharabah ada unsur syirkah atau  

kerja  sama,  hanya  saja  bukan  kerja  sama  harta  dengan harta  ataupun  tenaga  

dengan  tenaga,  melainkan  antara  harta dengan  tenaga.  Disamping  itu,  juga  

terdapat  unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun  apabila 
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terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal,  

sedangkan pengelola  tidak  dibebani  kerugian, karena ia telah rugi waktu, 

fikiran. 

B. Landasan Syariah Mudharabah 

Secara  syar’i,  keabsahan  transaksi mudharabah didasarkan  pada  

beberapa  nash Al-Qur’an dan sunnah. Secara umum, landasan dasar syariah al-

mudharabah lebih mencerminkan anjuran  untuk melakukan  usaha. Hal ini 

tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini. 

1. Al-Qur’an 

 ٍَ طَاٮٓ فِحٌَ يِّ َٔ  ّٗ ثهُثَُ َٔ  ّٗ َٔ َصِۡفَ مِ  ۡٛ ِٗ انَّ ٍۡ ثهُثَُ ٗ   يِ وُ ادََۡ ٕۡ ٌَّ سَتَّكَ ٚؼَۡهىَُ  اَََّكَ ذقَُ اِ

 ٌۡ اَسَ  ؕ ػَهىَِ اَ انَُّٓ َٔ مَ   ۡٛ سُ انَّ ُ ٚقُذَِّ
اّلله  َٔ ٍَ يَؼَ كَ  ؕ  ۡٚ كُىۡ    انَّزِ ۡٛ ُِ فرَاَبَ ػَهَ ٕۡ ٍۡ ذحُۡصُ نَّ

 ٌَ ۡٔ خَشُ ا  َٔ  ۙ ٗ شۡض  كُىۡ يَّ ُۡ ٌُ  يِ ٕۡ ٌۡ سَٛكَُ اَ ًَ ٌِ  ؕ ػَهِ
ٍَ انۡقشُۡا  ا يَا ذَٛسََّشَ يِ ۡٔ فاَقۡشَءُ

 ۡٗ ٌَ فِ ٕۡ ُ ٌَ ٚقُاَذهِ ۡٔ خَشُ ا  َٔ  ۙ  ِ
ٍۡ فضَۡمِ اّلله  ٌَ  يِ ٕۡ ٌَ فِٗ الۡاسَۡضِ ٚثَۡرغَُ ٕۡ ٚضَۡشِتُ

ٕجَ  ك  ذُٕا انضَّ ا  َٔ ٕجَ  ه  ٕا انصَّ ًُ ۡٛ اقَِ َٔ   ۙ   ُّ ُۡ ا يَا ذَٛسََّشَ يِ ۡٔ ِ ۖ فاَقۡشَءُ
مِ اّلله  ۡٛ سَثِ

ذَ  ُۡ ُِ  ػِ ۡٔ ذُ ِِ شٍ ذَ ۡٛ ٍۡ خَ فسُِكُىۡ يِّ َۡ ا لِاَ ٕۡ يُ يَا ذقُذَِّ َٔ َ قشَۡضًا حَسَُاً  ؕ 
اقَۡشِضُٕا اّلله  َٔ

ى   ۡٛ حِ سٌ سَّ ٕۡ َ غَفُ
ٌَّ اّلله  َ  ؕ اِ

اسۡرغَۡفشُِٔا اّلله  َٔ اػَۡظىََ اجَۡشًا  ؕ  َّٔ شًا  ۡٛ َٕ خَ  ُْ ِ
اّلله 

ٌ﴾ٕٓ﴿ 
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Artinya:  ... dan  orang-orang  yang  berjalan  di  muka  bumi mencari   

sebagian   karunia   Allah   ...   (QS.   Al-Muzammil: 20)
62

 

Yang menjadi wajhud dilalah ( جُّْ  لانََّ  َٔ انذِّ ) atau argumen  dari  surah Al-

Muzammil:  20  adalah  adanya  kata yadhribun yang sama dengan akar kata 

mudharabah yang berarti melakukan perjalanan usaha. 

Kemudian di dalam surat Al-Jumu‟ah ayat 10, yang berbunyi: 

ٕجُ  قضُِٛدَِ  فاَرَِا ه  ا انصَّ ۡٔ َْرشَِشُ ا الۡاسَۡضِ  فِٗ فاَ ٕۡ اتۡرغَُ َٔ  ٍۡ ِ  فضَۡمِ  يِ
 اّلله 

ارۡكُشُٔا َٔ  َ
شًا اّلله  ۡٛ ٌَ  نَّؼَهَّكُىۡ  كَثِ ٕۡ ﴾ٓٔ﴿  ذفُۡهحُِ  

Artinya:  Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak    supaya    

kamu beruntung.(QS. Al-Jumuah:10).
63

 

دٍ  ٍۡ ػَشَف  تِّکُىۡؕ فاَرَِآ افَضَۡرىُۡ يِّ ٍۡ سَّ ا فضَۡلًا يِّ ٕۡ ٌۡ ذثَۡرغَُ کُىۡ جُُاَحٌ  اَ ۡٛ سَ ػَهَ ۡٛ  نَ

ٮکُىۡ  ۚ  ا ْذَ  ًَ ُِ کَ ۡٔ ارۡکُشُ َٔ شۡؼَشِ انۡحَـشَاوِ   ًَ ذَ انۡ ُۡ َ ػِ
ٍۡ  فاَرۡکُشُٔا اّلله  رىُۡ يِّ ُۡ ٌۡ کُ اِ َٔ

﴾ٔ۹۱﴿  ٍَ ۡٛ آ نِّ ٍَ انضَّ ًِ ّٖ نَ  قثَۡهِ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil   

perniagaan) dari Tuhanmu.Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, 

berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan 
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menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan 

Sesungguhnya kamu  sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orangyang 

sesat.(QS. Al-Baqarah:198).
64

 

Surah Al-Jumu‟ah: 10 dan Al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum 

muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.
65

 

2. Al-Hadits 

Keberadaan mudharabah juga didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh 

Suhaib. 

 ٍْ ْٛةٍ  ػَ َٙ  سَُٓ ُُّْ  اللهُ  سَضِ ٌَّ  ػَ َّٙ  أَ ِّ  اللهُ  صَهَّٗ انُثَّ ْٛ سَهَّىَ  ػَهَ  ثلَازََ :  قاَلَ  َٔ

 ٍَّ ِٓ ْٛ أجََمٍ  ئنَِٗ انَْثَٛغُْ :  اْنثشَْكَحُ  فِ قاَسَضَحُ   ًُ اْن خَهْظُ  َٔ ْٛدِ  تاِنشَّؼِٛشِْ  انْثشُِّ  َٔ  لاَ  نهِْثَ

ْٛغِ  (جّ يا اتٍ سٔاِ) نهِْثَ  

Artinya : Dari Shuhaib r.a  bahwa  Nabi  SAW  bersabda:  ada tiga perkara 

yang di dalamnya terdapat keberkahan:  jual  beli  tempo,  muqadharah dan 

mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk 

dijual. (HR. Ibnu Majah).
66

 

3. Ijma’ dan Qiyas 
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Adapun  ijma’ yang  menyebutkan  mudharabah tersebut  adalah    sunnah  

yang  diriwayatkan  oleh  golongan para sahabat bahwa dalam sebuah 

riwayat, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang mudharib) harta anak 

yatim sebagai    mudharabah dan tak ada  seorang pun mengingkari mereka. 

Karenanya hal tersebut di pandang sebagai ijma‟.
67

 Sedangkan transaksi 

mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
68

 

4. Kaidah Fiqh 

Pada  dasarnya  semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya.
69

 

C. Rukun dan Syarat Mudharabah 

1. Rukun Mudharabah 

Menurut Ulama Syafi‟iyah, rukun-rukun mudharabah (qiradh) ada enam, yaitu: 

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 

b. Orang  yang  bekerja,  yaitu  mengelola  barang  yang diterima dari pemilik 

barang. 

c. Akad mudharabah,  dilakukan  oleh  pemilik  barang dengan pengelola 

barang. 

d. Mal, yaitu harta pokok atau modal. 

e. Amal,  yaitu  pekerjaan  pengelolaan   harta   sehingga menghasilkan laba. 
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f. Keuntungan. 

 Sedangkan  Ulama  Hanafiyah,  rukun mudharabah hanya „ijab (dari  

pemilik modal)  dan qabul (dari  pedagang atau pelaksana), dengan  menggunakan 

lafal yang menunjukkan arti mudharabah.
70

 

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu: 

a. Aqaid, yaitu pemilik modal dan pengelola („amil/mudharib) 

b. Ma’qud ‘alaih, yaitu modal, tenaga  (pekerjaan) dan keuntungan 

c. Shighat, yaitu ijab dan qabul. 

Dari beberapa rumusan rukun mudharabah menurut  para  ulama  diatas,  dapat  

dipahami bahwa  pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad 

Mudharabah adalah: 

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 

Pelaku akad mudharabah sama dengan rukun dalam  akad  jual  beli  

ditambah  satu  faktor  tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam  akad 

mudharabahharus   ada   minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak 

sebagai pemilik modal (shahibul mal), sedangkan  pihak  kedua  bertindak  

sebagai  pelaksana usaha (mudharib atau amil).  Tampa  kedua  pelaku  ini 

maka akad mudharabah tidak ada. 

b. Objek mudharabah (modal dan kerja) 
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Objek  dalam  akad mudharabah merupakan konsekuensi  logis  dari  

tindakan  yang  dilakukan  oleh para  pelaku.  Pemilik  moal  menyerahkan  

modalnya Sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha 

menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan 

bisa berupa uang   atau   barang   yang   dirinci   sesuai   nilai   uang. 

Sedangkan   kerja   yang   diserahkan   bisa   berbentuk keahlian,  

ketrampilan, selling  skill, management  skilldan  lain-lain.  Tanpa  objek  

ini  akad mudharabah pun tidak akan ada. 

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk  

barang. Ia  harus  uang tunai  karena  barang  tidak  dapat dipastikan taksiran 

harganya dan mengakibatkan  ketidakpastian  (gharar) besarnya  modal 

mudharabah.
71

 Namun  para ulama mazhab Hanafi membolehkannyadan nilai 

barang yang dijadikan setoran  modal  harus  disepakati  pada saat  akad  oleh  

kedua  belah  pihak  (mudharib dan shahibul  mal). Dan para fuqaha telah sepakat 

tidak bolehnya mudharabah dengan  hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti 

shahibul mal tidak memberikan kontribusi  apapun,  padahal mudharib telah  

bekerja. Para ulama Syafi‟i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya 

akad. 

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi  dari  prinsip  an-

taraddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara 
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rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik 

dana  setuju dengan perannya untuk menkontribusikan dananya, sementara 

pelaksana  usaha  pun  setuju  dengan  perannya  untuk mengkontribusikan 

kerjanya. 

d. Nisbah (keuntungan) 

Nisbah adalah  rukun  yang  khas  dalam  akad mudharabah,  yang  tidak  ada  

dalam  akad  jual  beli. Nisbah ini   mencerminkan   imbalan   yang   berhak 

diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib 

mendapatkan imbalan atas kerjanya,  sedangkan shahibul  mal mendapat  

imbalan atas  penyertaan  modalnya. Nisbah inilah  yang  akan mencegah  

terjadinya  perselisihan  antara  kedua  belah pihak mengenai cara pembagian 

keuntungan.
72

 

2. Syarat Mudharabah 

Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut.
73

 

a. Syarat yang  berkaitan  dengan  orang  yang  melakukan transaksi, harus 

orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat 

sebagai wakil 

b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu 

1. Berbentuk uang 

2. Jelas jumlahnya 
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3. Tunai 

4. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola 

(mudharib). 

Apabila modal berbentuk barang,menurut ulama tidak   

diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian  

juga halnya dengan hutang, tidak  bisa  dijadikan  sebagai  modal 

mudharabah. Namun apabila modal itu berupa al-wadi‟ah (titipan) pemilik 

modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal mudharabah. 

Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi‟i apabila modal itu  

dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya,  

maka  akad itu tidak dibenarkan. Namun menurut mazhab Hambali, boleh 

saja asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha perusahaan tersebut.
74

 

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian 

keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% 

dan  sebagainya menurut kesepakatan bersama.
75

 

Apabila   pembagian   keuntungan   tidak   jelas, maka  menurut  

ulama  mazhab  Hanafi  akad itu fasid(rusak). Demikian  juga  halnya,  

apabila  pemilik  modal mensyaratkan    bahwa kerugian harus ditanggung 

bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab  kerugian  

tetap  ditanggung  sendiri  oleh  pemilik modal.  Oleh  sebab  itu  mazhab 
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Hanafi menyatakan bahwa mudharabah itu ada dua bentuk, yaitu 

mudharabah shahihah dan mudharabah faasidah. 

Jika mudharabah itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya  

menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan 

pedagan didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik 

modal (mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab 

Maliki menyatakan, bahwa dalam mudharabah faasidah, status pekerja 

tetap seperti dalam mudharabah shahihah yaitu tetap   mendapat bagian 

keuntungan yang telah disepakati bersama.
76

 

D. Jenis-Jenis Mudharabah 

 Secara umum dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan antara pemilik 

modal   (shahibul mal) dengan pelaksana (mudharib), mudharabah terbagi menadi 

dua jenis: mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. 

a. Mudharabah Mutlaqah 

 Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak dimana shahib almal tidak   

menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada simudharib. Bentuk 

mudharabah ini disebut mudharabah mutlaqah atau dalam bahasa Inggrisnya 

dikenal sebagai Unresticted Investment Account (URIA).
77

 Sedang yang dimaksud 

dengan transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama   antara shahibul 

mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi 
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jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan    fiqih ulama salafus 

saleh seringkali dicontohkan dengan  ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah 

sesukamu).
78

 Jika   ada   syarat-syarat   yang   ditentukan shahibul  mal,  maka  

apabila  terjadi  kerugian  dalam  bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung    

resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung shahibul mal.
79

 

b. Mudharabah Muqayyadah. 

 Namun demikian apabila dipandang perlu, shahibul mal boleh 

menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan 

modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat/batasan  ini  harus  dipenuhi oleh 

mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung 

jawab atas kerugian yang   timbul. Jenis mudharabah seperti ini disebut 

mudharabah  muqayyadah  mudharabah terbatas, atau dalam bahasa inggrisnya 

(Resticted Investment Account).
80

 

E. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut  Fatwa Dewan Syariah 

Nasional. 

 Dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pelaku  harus  mentaati  

hukum  yang  berwenang. Di Indonesia Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama’  

Indonesia yang berwenang untuk  mengeluarkan watwa terkait dengan 
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pembiayaan mudharabah ini. Yaitu dalam fatwa Dewan Syariah Nasional  nomor: 

07/  DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan mudharabah (qiradh). 

 Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia  

menetapkan pembiayaan mudharabah sebagai berikut: 

a. Ketentuan Pembiayaan 

1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS 

kepada pihak lain  untuk suatu usaha yang produktif. 

2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) 

membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusah 

(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. 

3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian 

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS 

dengan pengusaha). 

4) Mudharib boleh  melakukan  berbagai  macam  usaha yang telah 

disepakati bersama dan sesuai dengan syari‟ah; dan LKS  tidak  ikut  

serta  dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak 

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 

5) Jumlah  dana  pembiayaan  harus  dinyatakan  dengan  jelas dalam 

bentuk tunai dan bukan piutang. 

6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat  dari 

mudharabah kecuali  jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang 

disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 
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7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, 

namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.  Jaminan  ini  hanya  

dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 

8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 

keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 

9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban     atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak  

mendapat  ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan 

1. Penyedia  dana  (shahibul  mal)  dan  pengelola  (mudharib) harus  cakap 

hukum. 

2. Pernyataan  ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk   

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak 

(akad).Modal  ialah  sejumlah  uang  dan/atau  aset  yang  diberikan oleh  

penyedia  dana  kepada mudharib untuk  tujuan  usaha dengan syarat 

sebagai berikut: 

1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika  modal 

diberikan  dalam  bentuk  aset,  maka  aset tersebut harus dinilai pada 

waktu akad. 
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3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan  kepada 

mudharib, baik  secara bertahap maupun tidak, sesuai   dengan 

kesepakatan dalam akad. 

3. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan 

dari  modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 

1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 

hanya untuk satu pihak. 

2) Bagian  keuntungan  proporsional  bagi  setiap  pihak harus 

diketahui  dan  dinyatakan  pada  waktu  kontrak disepakati dan 

harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai 

kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 

3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah, dan pengelolaan tidak boleh menanggung kerugian   

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian,  

atau  pelanggaran kesepakatan. 

F. Jaminan (Rahn) 

1. Pengertian Jaminan (rahn) 

 Rahn secara bahasa berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan 

penahanan.
81

 Menurut istilah rahn yaitu perjanjian (akad) pinjam- meminjam 

dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
82
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Para ulama mendefinisikan dengan penetapan suatu barang yang 

memiliki nilai dalam pandangan Syari’at sebagai jaminan atas utang yang mana 

utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang 

digadaikan.
83

 Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn 

adalah semacam jaminan utang atau gadai.
84

 

Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang 

menyerahkan jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan 

disebut murtahin.
85

 

2. Landasan Hukum Jaminan (rahn) 

a. Al-Qur’an 

Dalam surat al-baqarah ayat 283: 

ضَحٌ  ٕۡ قۡثُ ٌٍ يَّ  ْ كَاذثِاًفشَِ ۡٔ ذُ ِِ نىَۡ ذَ َّٔ ٗ سَفشٍَ رىُۡ  ػَه  ُۡ ٌۡ كُ اِ َٔ ٍَ تؼَۡضُكُىۡ  ٌۡ ايَِ ِ  فاَ

 ٍۡ يَ َٔ ٕانشَّٓاَدَجَ ًُ لَاذكَۡرُ َٔ  ؕ  ّٗ َ سَتَّ
نۡٛرََّقِ اّلله  َٔ  ّٗ ٍَ ايََاَـَرَ ًِ انَّزِٖ اؤۡذُ تؼَۡضًا فهَۡٛإَُدِّ

ىٌ  )۱ٖٕ( ۡٛ ٌَ  ػَهِ ٕۡ ًَ هُ ا ذؼَۡ ًَ ُ تِ
اّلله  َٔ  ؕ  ّٗ ثىٌِ قهَۡثُ  ا 

ّٗۤٗ َّ ٓاَ فاََِ ًۡ  َّٚكۡرُ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Makahendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
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hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 

(para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Q.S. al-

Baqarah : 283).
86

 

b. Al-Hadits 

 ٌَّ َّٙ  أَ ُ  صَهَّٗ انَُّثِ ِّ  اللهَّ ْٛ سَهَّىَ  ػَهَ ٍْ  طؼََايًا اشْرشََٖ َٔ ٘   يِ  أجََمٍ  ئنَِٗ َُٕٚٓدِ

سَََُُّْ  ٍْ  دِسْػًا َٔ حَذِٚذٍ  يِ  

Artinya : Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari 

seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (HR Bukhari 

1926, kitab al-Buyu, dan Muslim). 

َٔ ػ  ِّ ْٛ ُ ػَهَ ِّٙ صَهَّٗ اللهَّ ُ يَشَٗ ئنَِٗ انَُّثِ ُُّْ أَََّّ ُ ػَ َٙ اللهَّ سَهَّىَ ٌْ أََسٍَ سَضِ

نقَذَ َٔ ئِْاَنحٍَ سَُخَِحٍ  َٔ ذُِٚحَِ  تخُِثْضِ شَؼِٛشٍ  ًَ ٘  تاِنْ ُْذَ َُٕٚٓدِ سٍََْ دِسْػًا نَُّ ػِ

 ِّ ُُّْ شَؼِٛشًا لَِِْْهِ أخََزَ يِ َٔ  

Artimya: Anas r.a. berkata, Rasululalah menggadaikan baju besinya 

kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum 
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untuk keluarga beliau. (HR Bukhari 1927, kitab al.Buyu, Ahmad, Nasa‟i, 

dan Ibnu Majah). 

c. Rukun dan Syarat Jaminan (rahn) 

 Rukun-rukun rahn ada 4 yaitu meliputi : 

1.  Akad ijab dan Kabul 

2.  Aqid, yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan orang yang 

menggadaikan (murtahin) 

3. Barang yang dijadikan jaminan (marhun) 

4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.
87

 

Mengenai syarat-syarat rahn, ada dua syarat yang disebutkan dalam 

syara‟, yaitu syarat sah dan syarat kerusakan. Syarat yang pertama yaitu 

syarat sah yaitu mengenai penguasaan atas barang jaminan.
88

 

 Pendapat Maliki, Hanafi dan Syafi‟i bahwa akad gadai dianggap sah 

dengan semata-mata adanya penerimaan (qabul). Sedangkan Hambali 

berpendapat termasuk syarat sahnya rahn adalah penyerahan (ijab). Maka 

rahn dikatakan tidak sah apabila tidak adanya penyerahan.
89

 Syarat yang 

kedua merupakan syarat kerusakan yang dapat membatalkan rahn yaitu 

apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat bahwa ia akan 
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membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersebut 

menjadi milik penerima gadai. Fuqaha telah sependapat bahwa syarat 

tersebut mengharuskan batalnya gadai. Ini berdasar dari sebuah hadits: 

Artinya : Gadaian tidak bisa diambil alih dari pemiliknya yang telah 

menggadaikannya. Keuntungan adalah miliknya dan kerugiannya adalah 

tanggungannya. (HR Syafi‟i dan Daruqutni).
90

 

  Menurut Sayyid Sabiq, bahwa rahn itu baru dianggap sah apabila 

memenuhi empat syarat, yaitu:  

1) Rahin dan murtahin berakal 

2) Rahin dan murtahin sudah baligh 

3) Adanya barang yang digadaikan ketika akad  berlangsung, 

meskipun barang yang digadaikan tidak menjadi miliknya secara 

penuh. 

4) Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya.
91

 

 Akad rahn dalam aplikasinya di lembaga keuangan syariah sering 

dipakai dalam dua hal, yaitu : 

1) Sebagai Produk Pelengkap 

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad 

tambahan jaminan (collateral). Bank dapat menahan barang 

nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. 
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2) Sebagai Produk Tersendiri 

Di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya Islam 

termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad rahn telah dipakai 

sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan 

pegadaian biasa, dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga, 

yang dipungut dari nasabah hanya biaya penitipan, 

pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.
92

 

d. Jenis Jaminan 

 Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur penting 

dalam pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain 

telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur 

mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau 

hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang 

kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti 

kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis yang 

dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan 

berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek barang 

dibiayai, atau dikenal dengan agunan tambahan.
93

 

Jenis jaminan yang dapat diminta oleh Shahibul Maal atau bank dari 

Mudharib bervariasi, dan berikut ini contohnya: 

1. Cek yang belum ditandatangani dan belum diberi tanggal yang 

diserahkan sendiri oleh nasabah kepada bank. Nilai cek setara 
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dengan nilai investasi bank. Bank tidak akan menggunakan cek 

kecuali bila si mitra melakukan pelanggaran kontrak. 

2. Nota dan faktur yang dihasilkan dari penjualan barang-barang 

kepada pihak ke tiga, yang berupa suatu pembayaran yang 

ditangguhkan harus disimpan pada bank. Jika para debitur gagal 

membayar barang, bank dapat mengumpulkan utang baik dengan 

mengurangi rekening bank mereka atau dengan cara lain. Beberapa 

bank mempersyaratkan si mitra untuk menitipkan cek-cek kepada 

bank sebanyak nilai penjualan barang kepada pihak ketiga sebagai 

jaminan. Jika pihak ketiga tidak membayar, makan bank dapat 

menguangkan cek-cek tersebut dan oleh karena itu, mendapatkan 

pembayaran dari si mitra.  

3. Bank memiliki hak untuk menahan saldo tunai, dokumen-dokumen 

atau surat-surat dagang milik si mitra yang dititipkan kepada 

bank.
94

 

 Secara prinsip para fuqaha berpendapat bahwa dalam konsep 

mudharabah tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan sebagaimana dalam 

akad syirkah lainnya. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam 

Syafi’I dan Imam Malik. Mereka berdua menyatakan bahwa mudarabah yang 

seperti ini adalah mudharabah yang rusak. Imam Malik memberikan alasan bahwa 

dengan adanya persyaratan adanya agunan tambahan pada perjanjian pembiayaan 

mudharabah tersebut berarti menambahkan kesamaran dalam perjanjian 
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pembiayaan mudharabah karena mudharabah tersebut menjadi rusak. Imam Abu 

Hanifah menyamakan mudharabah yang seperti ini dengan syarat yang rusak 

dalam jual beli. Seiring dengan pendapatnya jual beli diperbolehkan tetapi 

syaratnya dibatalkan.
95

 

 Pendapat ini didasarkan kepada hadis Bariroh yaitu : 

Artinya “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Setiap syaratsyarat 

yang tersebut dalam kitab Allah maka dia batal meski seratus syarat”.
96

 

 Agunan tambahan yang dijadikan jaminan ini berdasar pada Keputusan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Mudharabah dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan 

Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan 

penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari 

Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama 

dalam akad.
97
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